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BAB llI
PELAKSANAAN PUTUSAN No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm.

TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarangaienk di
Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengasjit¥l Besar
Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dgbasar Johar. Tanah
yang sekarang diatasnya berdiri pasar Johar dajauladalah Alun-Alun
Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkant@&emimbi Masjid,
kemudian menempati sebuah bangunan yang terletaingping sebelah
selatan masjid. Bangunan tersebut kini dijadikamptgakaan Masjid
Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Walikota Semarang dijabdt Blpak
Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggallB1977 Pengadilan
Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluasOf MR yang
terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangkedung
Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan A§amarang yang
terletak di Jalan Ronggolawe No. 6 Semarang demgaigunan seluas
499 M diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 Septef@i%s.
Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semaramgilimiegedung

sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.
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Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agantadaghulu
dikenal dengan Pengadilan Serambi telah ada datetengah masyarakat
kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kedradigama Islam di
negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agamma&ang telah ada
bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota &egnar

Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan gsigan
biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata keislaman, baik
dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam petdgdsecara mudah
dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peraddmma pun lahir
sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejadmgach berdirinya
kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasah,ADemak,
Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten darajan-kerajaan
Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agsebagai
salah satu lembaga hukum mengalami proses pertwanbyding begitu
panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politukum dari
penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kéaijkiin serta rongrongan
dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendalg tidak henti-hentiya
mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkaarnysan
Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwinm@nyebabkan
jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementari isi lain, penjajah

Belanda datang dengan sistem dan peradilannyarsgadg dibarengi
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dengan politik amputasi secara berangsur-angsugunangi kewenangan
Peradilan Agama.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, sigakuntuk
mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atasip-arsip kuno
Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsipbtdrdelah rusak
akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semgaterkena banijir.
Yang paling besar adalah banjir pada tahun 198anAktapi masih ada
beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup gapgt dimintai
informasi tentang perkembangan Pengadilan Agamg glapat dijadikan
sebagai rujukan atau setidak-tidaknya sebagai sumpdeafsiran dalam
upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Ag@emarand.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.
Pengadilan Agama Semarang mempunyai visi dan iisi s
Visi
Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan sekdamaewajarnya
serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial denganihbelen bebas

dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

*http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilaovitak-profil-sejarah.html.diakses pada
hari Rabu, tanggal 14 November 2012, jam 15.00 WIB.
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3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalanurpsag
kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tanggaor kalain
pengelolaan keuangan;

4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia danap&sgn

terhadap jalannya peradilan.

3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agamar&am

Kedudukan, tugas dan wewenang Pengadilan Agamar8emédi
jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam &bahyat (2)
sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkahgaimg
dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalarkuinggn Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan PdéaadiMiliter,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan olbhase Mahkamah
Konstitusi.

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilanmaga
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Utdlzaeng No 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009/ Pasanyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaadan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragkstam mengenai
perkara perdata tertentu yang diatur dalam undadgng ini.

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebutata@n :

?http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilaovitak-profil-sejarah.html.diakses pada
hari Rabu tanggal 14 November 2012, jam 15.00 WIB.




33

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agaiteksanakan
oleh:
a. Pengadilan Agama
b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agaerpuncak
pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negaradgitdi
Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama memptnyas
dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada #aséalU No 7 Tahun
1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telbaldidan ditambah
dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 20@Hhg
menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan bergemmmeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkama antara
orang-orang yang beragam Islam di bidang :
a. Perkawinan

b. Kewarisan

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shodagoh

i. Ekonomi Syari'ah

*http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilaoitak-profil-sejarah.html.diakses pada
hari rabu tanggal 14 November 2012, jam 15.00 Wib.
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Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawagimiereka
yang beragama Islam sedangkan bagi yang selaim Ist@enjadi
kekuasaan Peradilan Umum .

Adapun Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semartandiri

dari 16 kecamatan melingkupi 177 kelurahan di Kdgenarang.

B. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Temtg Mut'ah dan
Nafkah lddah.

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secaras bfasar
mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat leeldamn yang berlaku di
dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi ekemgan relatif
Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggila®mepksaan,
pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksangasgu

Perceraian yang terjadi karena adanya talak daaimsuterhadap
isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasa)) 4dn{fang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dagatajibkan kepada
mantan suami untuk memberikan biaya penghidupanatn menentukan
sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinysal fai menentukan
kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ahkamafiddah (bila
isterinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak.

Pada dasarnya di dalam Hukum Acara Pengadilan AgianaHukum
Acara Perdata umumnya ada dua pelaksanaan putedait tmut'ah dan

nafkah iddah, yaitu secara sukarela dimana pihalg yhbebani kewajiban
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membayar mut'ah dan nafkah iddah bersedia melakaangutusan
Pengadilan Agama dengan sukarela tanpa adanyague&ttsu melaksanakan
dengan tempo waktu tertentu. Kemudian cara pelalsamputusan terkait
mut'ah dan nafkah iddah yang kedua yaitu ekselagapun jenis eksekusi
yang berkaitan pembayaran mut’ah dan nafkah idddalah eksekusi
pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnyahadakal 197-200 HIR
dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berésighukuman
pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipakaegk melunasi sejumlah
uang kepada penggugat dengan jalan menjual leleartg hkekayaan
tergugaft Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yamgar
putusannya mewajibkan suami menjalankan atau meanivek isteri berupa
mut’ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untebayar, apabila tidak
dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jaemjual harta
kekayaan suami.

Dalam peraktek di Pengadilan Agama eksekusi pemaayaut’ah dan
nafkah iddah akan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Permohona eksekusi, yaitu pihak isteri yang medasajikan kerena
mut'ah dan nafkah iddahnya tidak dibayarkan suamaka dapat
mengajukan permohonan untuk mengeksekusi mut’amatkah iddah

ke Pengadilan Agama.

* Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peeadiagama,
Jakarta: Kencana, Cet- 3, 2005, hal. 320.
> Musthofa,Kepaniteraan Peradilan Agamdakarta: Kencana, cet-1, 2005, hal. 112.
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Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak isteri yangmmoleonkan
eksekusi mut'ah dan nafkah iddah di Pegadilan Agaimaajibkan
menanggung seluruh biaya eksekusi.

Aanmaning yaitu berdasarkan permohonan tersebut ketua gdéaga
memanggil pihak yang dikenai kewajiban mut’ah dafkah iddah
yaitu suami untuk ditegur atau diberi peringataitakdkan dengan
melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusngate
menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersetal itu
dilakukan agar memenuhi putusan terkait mut'ah dafkah iddah
dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat tegemasebut. Hal ini
berdasarkan pasal 196 HIR atau 207 Rbg.40.

Penetapan sita eksekusi, yaitu apabila dalam erkat’ah dan nafkah
iddah belum ditetapkan sita jaminan.

Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perirkabkeisi mut’ah dan
nafkah iddah yang berisi perintah penjualan lelaawgang-barang yang
telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyedas jobyek yang
akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang adiemasar
eksekusi tersebut.

Pengumuman lelang, pengumuman lelang sebagai edisektiah dan
nafkah iddah dapat dilakukan melalui surat kabamn atedia masa.

. Permintaan lelang, Ketua Pengadilan Agama memiatdaubn Kantor
Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barangg yaelah

diletakkan sita eksekusi, dengan dilampiri:
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- Salinan putusan Pengadilan Agama,;

- Salinan penetapan sita eksekusi;

- Salinan berita acara penyitaan;

- Salinan penetapan lelang;

- Salinan surat pemeberitahuan kepada pihak yangpetikgan;

- Rinsian besarnya jumlah tagihan;

- Buku pemilikan barang lelang; dan

- Bukti pengumuman lelang

. Pendaftaran permintaan lelang, yaitu Kantor LelalNggara
mendaftarkan permintaan lelang dalam buku yangudustuk itu dan
sifat pendaftaran terbuka untuk umum, sesui pasaraturan Lelang
Stb. 1908 Nomor 189.

Penetapan hari lelang, yaitu Kantor Lelang Negaemetapkan hari
lelang.

Penetapan syarat lelang ddloor price, penetapan syarat lelang
menjadi hak dari Ketua Pengadilan Agama sebaggugkeantuk dan
atas nama termohon eksekusi. Sedanghkaor price atau patokan
harga terendah dilakukan olek Kantor lelang Negat@angan
disesuaikan nilai ekonomis barang.

. Tata cara penawaran, terlebih dahulu menggunakandomana pihak
yang menawar menulis secara terlulis dalam amptopitip dengan
menyebut identitas yang jelas, harga yang disanggdan

ditandatangani. Kemudian apabila tidak ada penawgaag mencapai
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patokan harga maka penawaran dapat dilakukan sésaradengan
persetujuan pihak penjual yaitu Pengadilan Agama.
I. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, yaitu defelzang yaitu
penawaran tertinggi dan tawaran itu minimal sedaagnfloor prince.
m. Pembayaran harga lelang bararang hasil sita eksehutSah dan
nafkah iddah menjadi hak dari Pengadilan Agamakuntenentukan

syarat-syarat pembayaran lelang.

C. Pelaksanaan Dan Upaya Pengadilan Agama Semarang dal Putusan
N0.0985/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Mut'ah dan Nafkalkddah.
1. Duduk Perkara Tentang Mut’ah Dan Nafkah Iddah
No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Salah satu perkara cerai talak yang diputus di &#itesn Agama
Semarang adalah perkara Register No. 0985/Pdt.G/RA.Sm. adalah
merupakan perkara permohonan cerai talak berupaeksn mut'ah dan
nafkah iddah isteri menjadi rekonpensinya. EBS WMfSR yang
pekerjaanya sebagai kontraktor ( pelaksana) deggjaperbulan sebesar
Rp.3.000.000,- adalah suami yang mengajukan pemaohoerai talak
terhadap isterinya PJ binti FH yang berprofesi gabpegawai salon.
Permohonan cerai talak dan gugatan mut'ah dan Inaittdah isteri
diperiksa sesuai dengan prosedur yang ada, sepelatbacaan surat
permohonan cerai talak kemudian jawaban termohog yia dalamnya

ada gugatan mut'ah dan nafkah iddah isteri yangkha oleh termohon



39

(penggugat rekonpensi) dilanjutkan dengan replikli#d, serta bukti-
bukti dari para pihak, kesimpulan, maka barulafacitxanlah putusah.

Majelis Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan
permohonan cerai talak suami, dan telah terpegahalasan untuk
melakukan perceraian dan ternyata tidak berlawahamgan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undadghg No. 1
Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1B@5al 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, ps& 70 Ayat (1)
UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah d@ambah dalam
Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-UndangbBldrahun
2009, berdasarkan keterangan pemohon, termohondwamorang saksi
dalam persidangan. Majelis Hakim juga mengabulkangatn
rekonpensi isteri dengan membebankan suami untukbeekan nafkah
iddah dan mut’ah isteri setelah bercerai selamahdabagai konpensasi
akibat adanya perceraian.

Pada perkara ini isteri berkeberatan untuk dicdedgpi suami
tetap berniat untuk bercerai, sehingga isteri menuagar hak-haknya
berupa nafkah iddah dan mut’ah isteri setelah lb@rcBada perkara ini
tidak mungkin perkara konpensi dan rekonpensi dpwsendiri-sendiri,

tetapi diselesaikan sekaligus dan diputus dalammatusan hakim.

® Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (HakingBeilan Agama Kelas IA
Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.

7 Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (HakimgBeilan Agama Kelas 1A
Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.



40

Berdasarkan pada saat pemeriksaan diketahui balwgatam
rekonpensi termohon konpensi atau penggugat rekshpelak ada
kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah dan muyahg harus
dibebankan kepada suami, akan tetapi untuk mepargepses perkara
kemudian terjadi kesepakatan antara pihak suamiistan, sehingga
hakim memutus berdasarkan kesepakatan yang tdédukin oleh para
pihak dan tercantum di dalam putudamerjadinya perdamaian atau
tidak, tergantung kepada para pihak yang berpertaraupaya hakim
dalam mendamaikannya. Seorang isteri sering mek@ajgugatan
nafkah iddah dan mut'ah ini dengan jumlah yang besamentara
pemohon konpensi (suami) tidak sanggup memenuhatgogyang
diajukan isteri sehingga tidak terjadi perdamaikemudian mengenai
bentuk dan jumlahnya diserahkan sepenuhnya kepamitaipn Majelis
Hakim. Majelis Hakim selalu berusaha agar mengbeatuk dan jumlah
nafkah iddah dan mut'ah tersebut ada perdamaiamu ydengan
menanyakan dan mengarahkan kedua belah pihak nangdkah iddah
dan mut’ah. Tujuannya adalah agar jumlah yang dibkén kepada
suami akan lebih adil jumlahnya karena para pittelflang sebenarnya
lebih mengetahui kondisi masing-masing pihak tarsébalam perkara
ini hakim menimbang sesuai kesepakatan yang ditangani bersama

oleh para pihak seperti keterangan dari kuasa huyt@mohon, bahwa

8 Wawancara dengan Abdul Nafi' Al-Fajri, S.H.l, (Kas Hukum Pemohon), pada
tanggal 12 Desember 2012.

° Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (HakingBeilan Agama Kelas IA
Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.
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pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah kepadaadieon perbulan
sebesar Rp. 2.000.000,- dalam waktu 3 bulan seBes&p. 2.000.000,-
= Rp. 6.000.000,- sedangkan mut’ah sebesar Rp0Q2.00,-.

Perkara permohonan cerai talak ini dikabulkan datugannya
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pengaditmma telah
mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejéhitperceraian terjadi
dan ikatan perkawinan antara suami isteri menjadig Pada waktu
sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mamelunasi seluruh
kewajibannya, maka hakim meminta pendapat istéka Gteri tidak
keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknyarbeliterima, maka
ikrar dilaksanakan dengan adanya kesepakatan pai@anmengenai
pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.

Seperti keterangan dari kuasa hukum pemohon adakia
perdamaian. Akta perdamaian bersama yang digunsédaagai bagian
dari proses pemeriksaan perkara perceraian di Bémgamerupakan
bagian dari putusan hakim. Akta perdamaian memii@duatan hukum
yang sama dengan putusan hakim dan dapat diekkekugipabila ada
pihak yang tidak mau mentaati isi perdamaian, makaak yang
dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengafigama. Eksekusi
dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakinabias

Kata perdamaian dicatat dalam register induk parkgang
bersangkutan pada kolom putusan. Akta perdamaidak tidapat

dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kendemikian pula
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terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan godadru lagi. karena
wujud diktumnya adalah bersifaiondemnatoirmaka pemohon wajib
memberikan nafkah iddah dan mut'ah isteri terselet¢lah ikrar talak.
Dengandictum putusan yang bersifatondemnatoirdengan sendirinya
putusan tersebut memiliki kekuataeksekutorial (dapat dilakukan
dieksekusi)® Pada perkara ini isteri sebagai termohon tidalir fesedam
persidangan ikrar talak sehingga sampai skripsdiinilis nafkah iddah
dan mut’ah belum dibayarkan.
2. Putusan Perkara No. 0985/Pdt.G/ 2011/PA.Sm.

Adapun putusan dan pertimbangan hukum hakim dalambuat
putusan terkait perkara ini yaitu perkara ini telalupayakan
penyelesaian melalui proses perdamaian dengan dantuediator.
Sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan aviatk Agung
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prasédiediasi di
Pengadilan, akan tetapi upaya penyelesaikan meglabsies perdamaian
dengan bantuan mediator, Drs. H. Tamzil, S.H. tgkdmal, sebagaimana
tertuang di dalam Surat Pemberitahuan hasil mediasi mediator
tertanggal 25 Mei 2011.

Pemohon dalam perkara ini mengajukan dalil-dalingghonannya
pada pokoknya menyatakan agar diberi izin untuk cmexkan
termohon, dengan alasan karena kehidupan rumalgaapgmohon

dengan termohon sering diwarnai perselisihan datemgkaran terus

9 Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakengadilan Agama Kelas 1A
Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.
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menerus. Kemudian dalil-dalil berikutnya yaitu ksagermohon kurang
memperhatikan kesehatan tubuh dan lingkungan, cemglebersikap
menang sendiri, keras kepala dan tidak menghargaiopon sebagai
suami. Akan tetapi termohon dalam jawabannya mé&ndilil-dalil
pemohon.

Oleh karena permohonan ijin ikrar talak ini did&sar atas
terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tenemerus, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 22 (2) PeraturanifeaheNo. 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 TEhidh Tentang
Perkawinan , jo pasal 76 (1) Undang-undang No. &fuf 2009 Tentang
perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1889ng
Peradilan Agama. Maka majelis hakim membebani pemotntuk
mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluaegaaaang-orang yang
terdekat dengan kedua belah pihak, untuk memper&&tkrangan
tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut

Sehingga kerena perintah hakim diatas maka pemdbtah
mengajukan dua (2) orang saksi yaitu 1). SunajNarki. Dan 2) Basuki
bin Fatoni Harno. Kemudian masing-masing saksi etars telah
memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yeoZ;
pokoknya masing-masing saksi tahu Basuki bin Fa#amno tahu antara
pemohon dengan termohon pernah dilakukan tajdittahni Karena
keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atagefadtuan mereka

sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuamma ssaling
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mendukung satu sama lain. Maka keterangan tersidpat dipercaya
kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Keterangan saksi-saksi di atas telah menguatkanpgamohonan
pemohon, yang menyatakan kehidupan rumah tanggahmmdengan
termohon sering diwarnai dengan perselisihan datemgkaran secara
terus menerus. Akibatnya terjadi pisah rumah da@ninereka, sehingga
dengan demikian lembaga perkawinan yang telah ragbakgun telah
kehilangan fungsi, karena kedua belah pihak sudak tlapat lagi saling
memenuhi hak dan kewjiban masing-masing pihak teqbdainnya.

Akibat adanya kondisi rumah tangga sebagaimanaltetsiiatas,
maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluargangfu tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YaigHga ( pasal 1
UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan tujweakgwinan untuk
membentuk keluarga yang tentram penuh mawadah atamah akan
sulit tercapai.

Sehingga setelah melihat, menimbang dan memerikdaam ini
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pematengan
termohon telah benar-benar pecah dan sulit diharapintuk rukun
kembali, karennya Majelis Hakim berkesimpulan sudakup alasan
untuk dapat memberikan izin kepada pemohon untrde ikenjatuhkan
talak terhadap termohon, dan karenanya pula makangb®nan

pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengaralpd8 huruf f
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Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 Tentang Wer&a, jo pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim tidak hanya menjatuhkan putusan datartannya
pokok perkara yang diajukan oleh pemohon, tetaga jmenjamin hak
dari termohon vyaitu nafkah iddah. Nafkah iddah mpakan kewajiban
yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikaninga dengan talak
raj'i dan karena termohon tidak sebagai isteri yangyuz, maka sudah
sepatutnya apabila pemohon dihukum untuk membernikdkah iddah
kepada termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 4htgpdndang No. 1
Tahun 1974 jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukuftarts

Selain nafkah iddah pemohon juga dihukum untuk nezikén
mut'ah kepada termohon, karena pemberian mut'ala jogrupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang nrail@n isterinya
kecuali bekas isteri tersebut gabla dukhul. Hakesuai dengan pasal 41
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 hurifompilasi
Hukum Islam.

Majelis Hakim dalam pendapatnya menyesuaikan ké&séga para
pihak, yang menyatakan pemohon diwajibkan membenikedtkah iddah
kepada termohon perbulan sebesar Rp. 2.000.000atda dalam waktu
3 bulan sebesar Rp. 3 X Rp. 2.000.000,- = Rp. 60000- (Enam Juta
Rupiah). Sedangkan mut'ah sebesar Rp. 12.000.0D0a Belas Juta

Rupiah).
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Selain mut'ah dan nafkah iddah kedua belah pihgla jsepakat
agar pemohon memberikan nafkah anak sebasar Rp0.Q0D,- (Dua
Juta Rupiah) setiap bulannya.

Pada inti putusan Majelis Hakim dalam perkara iraity
mengabulkan permohonan pemohon, dan memberikan kepada
pemohon (EBS bin WSR) untuk ikrar menjatuhkan tatakhadap
termohon (PJ binti FH) di hadapan sidang Pengaditzaama Semarang.
Kemudian menghukum pemohon untuk untuk memberikapaéa
termohon mut’ah berupa uang Rp. 12.000.000,- (DelaBJuta Rupiah),
nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rugén nafkah iddah
berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam JutaalupBerta
membebankan kepada pemohon untuk membayar biayaraemi
sebesar Rp. 571.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Rédiu Rupiah).

3. Pelaksanaan Dan Upaya Pengadilan Agama Semaralagn Putusan
N0.0985/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Mut’ah Dan Nafkhiah.

Setelah Majelis Hakim memutus perkara maka parakpiierhak
untuk mengajukan upaya hukum sebelum putusan teréekekuatan
hukum tetap, putusan berkekuatan tetap adalatabedehpat belas hari
setelah putusan dijatuhkah. Putusan dijatuhkan pada tanggal 13
September 2011, dan berkekuatan hukum tetap padggai 28
September 2011. Kemudian pada tanggal BHT (Berkaeku&ukum

Tetap) tersebut Pengadilan Agama Semarang langeengntukan PHS

' Wawancara dengan Drs. Wahyudi, SH, MSi (Hakim Pditfga Agama Kelas IA
Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.
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(Penetapan Hari Sidang) yaitu sidang akan dilakytase tanggal 12
Oktober 2011, akan tetapi para pihak tidak menghaakngikuti sidang
yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Sergarataupun
melapor.

Dengan demikian pelaksanaan sidang ikrar talak ak@munggu
pihak suami melapor ke Pengadilan Agama Semarahgvébgihak
suami telah mampu untuk membayar mut'ah dan naittdhh dengan
jangka waktu enam bulan dari penetapan hari sidlknag talak. Akan
tetapi setelah berjalannya waktu dan mendekati ebalan ternyata
pihak suami belum juga melapor, sehingga pihakiistelalui kuasa
hukumnya daripada mengulang perkara dengan meragejgkigatan
cerai ke pengadilan, maka diadakan kesepakatan yatigya
pembayaran mutah dan nafkah iddah dilakukan detsidang ikrar
talak® Setelah ada kesepakatan tersebut, pihak suamiponeke
Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Mar@t @&tk sidang
ikrar talak. Sehingga pengadilan Agama Semarangslarg membuat
PHS (Penetapan Hari Sidang) ikrar talak, yaitu i Babelum masa
enam bulan habis pada tanggal 28 Maret 2012, seésilain ketentuan
pasal 70 ayat 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yasmbatasi 6
bulan sebagai berikut:

“Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejdgtapkan hari

sidang penyaksian ikrar talak,tidak menghadap sendiau tidak
mengirimkan walinya meskipun telah mendapatkan gigamgsecara sah

2 Wwawancara dengan pihak Termohon dan Edy Sepjanfténiasa Hukum Termohon) ,
pada tanggal 23 Desember 2012.
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dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tetselaun perceraian
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yaaga.”

PHS sidang ikrar talak dilaksanakan pada tanggad 2012,
dalam perkara tersebputusannya secara struktural telah dilaksanakan
karena diktum utama berupa ikrar talak sebagai adekl adanya
perceraian telah dilaksanakan pada tanggal 10 2pdiP tanpa dihadiri
oleh pihak isteri maupun kuasa hukumnya, akan itgtapg menjadi
persoalan adalah sampai skripsi ini ditulis, pieatmi belum melakukan
pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang seharuseyggadi hak bagi
isteri yang telah diceraikan, padahal sudah adepdstan sebelumnya.
Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan putuskargpeni belum
sepenuhnya terlaksana, karena diktum-diktum tambalsabagai
konsekuensi diktum pokok yang ditetepkan oleh Njelakim sama
sekali belum dilaksanakan oleh pihak suami.

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas gang
tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteyantung dari
bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan parka kepada
Pengadilan Agama atau tidak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang
bertujuan untuk menjamin kepastian pembayaran haikislah dan
mut’ah yang merupakan hak-hak isteri setelah barcepaya tersebut
dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talakegl@adap isteri di
Pengadilan Agama. Tujuan pihak-pihak yang berparkaenyerahkan

perkara perdatanya kepada Pengadilan adalah untrkyelesaikan
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perkara mereka secara tuntas dengan putusan Hangadkan tetapi,
adanya putusan pengadilan saja belum berarti suckayelesaikan
perkara mereka secara tuntas, tetapi ada putusgrtigak dilaksanakan,
sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaKekaekusi)putusan
pengadilan yang dapat dieksekusi adalah putusag sadah memiliki
kekuatan hukum tetgjn kracht van gewijsde).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ufekém untuk
memberikan perlindungan kepada isteri terhadap jkesvapembayaran
nafkah iddah dan mut'ah oleh suami yaitu dengam g@mbayaran
nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan pergidanyaitu pada saat
sidang ikrar talak suami. Sebelum suami mengucagan talaknya di
depan sidang Pengadilan, suami terlebih dahulu shanemenuhi
kewajibannya terhadap nafkah iddah dan mut'ah batgri yang
ditalaknya. Dalam prakteknya kewajiban pemohonetass ada yang
ditunaikan sebelum atau sesaat setelah sidang gepeyu ikrar talak, hal
ini dilakukan untuk menjamin hak-hak perempuan.

Perkara yang telah terjadi perdamaian mengenaikamngaktu
pembayarannya ditentukan pada saat sidang akhiétuselpengucapan
ikrar talak, yaitu antara pemohon konpensi dan pemorekonpensi
sepakat untuk waktu pembayaran nafkah iddah dariamutalam
perkara ini telah terjadi kesepakatan antara pgeskohon dan termohon
dan advokat dari termohon secara lisan (nonlijgasngenai waktu

pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, vyaitu dilakuksetelah
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pengucapan ikrar talak dengan jaminan akta cedaktboleh diambil
terlebih  dahulu sebelum kewajiban-kewajiban  suamielurn

dilaksanakart® Apabila setelah sidang ikrar talak suami atau gemo
konpensi tidak menjalankan kewajiban maka pihakeriistbisa

mengajukan permohonan eksekusi kepada pihak pdagaélarena
jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan pulhesar
jumlahnya. Maka untuk mengantisipasi hal tersekakirh melakukan
upaya bahwa suami harus membayar kepada isterigaadaidang ikrar
talak suami di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukamtuk menjamin
kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yasgipakan hak
seorang isteri yang ditalak.

Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdat
umumnya hanya mengenal pelaksanaan putusan seadeaeela dan
eksekusi, namun kenyataannya tidak semua perkadatpekhususnya
mengenai nafkah iddah dan mut’ah isteri setelabdar dapat dilakukan
eksekusi, sehingga dalam perkara tentang nafkahhidthn mut’ah
seorang isteri (penggugat rekonpensi) tidak perliengajukan
permohonan eksekusi akan tetapi hakim telah mekamtibahwa
pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan dadgpersidangan.
Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Hukumradzengadilan
Agama mengenai pelaksanaan putusan dimana putasgadgilan hanya

dapat dilakukan eksekusi jika ada permohonan patedes putusan dari

13 Wawancara dengan pihak Termohon dan Edy Sepjaniadvokat Termohon) , pada
tanggal 4 Desember 2012.
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pihak yang menang perkara, namun upaya hakim terssangat
mempertimbangkan aspek keadilan kedua belah pitwads lperperkara.

Pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana diatialain
ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama dan HukumraA&erdata
pada umumnya tidak dapat diterapkan eksekusi tephadfkah iddah
dan mut’ah isteri setelah bercerai. Undang-undargaivinan juga tidak
mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hikikhnaddah dan
mut’ah.

Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masibm mampu
melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim memimtadppat isteri.
Jika isteri tidak keberatan ikrar talak diucapkadampun haknya belum
diterima, maka ikrar dilaksanakan.

Pada perkara ini isteri sebagai termohon tidak rhaldilam
persidangan ikrar talak sehingga sampai skripsdiinilis nafkah iddah
dan mut’ah belum dibayarkan, padahal jika istesiuadkuasa hukumnya
hadir dalam sidang pengucapan ikrar talak daniisterasa keberatan
dapat langsung disampaikan kepada hakim di dalasida@gan, maka
sidang ditunda untuk memberi jeda waktu (kesempatanami
memenuhi kewajibanya. Lama penundaan persidangsumiseengan
kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi teemaon bulan. Jika
tenggang waktu enam bulan hampir habis dan sualmmbeelaporkan

diri ke kepaniteraan, maka pihak Pengadilan mengan surat
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panggilan sidang kepada kedua pihak dengan jadesad) ylitentukan
Pengadilan.

Dalam pelaksanaan sidang ikrar talak ada PHS (BemetHari
Sidang) lagi dan PMH (Penetapan Majelis Hakim), imakyang
menyidangkan ikrar talak biasanya disamakan dengakim yang
memutus perkara tersebut, tetapi juga dapat digkmgan hakim lain.
Dalam pelaksanaan sidang ikrar talak jika hakimgyditunjuk adalah
hakim yang sama dengan yang memutus perkara, maganiga hakim
tersebut akan menanyakan apakah kewajiban suamah slihksanakan,
namun jika yang menyidangkan ikrar talak adalahirhajang berbeda
dengan yang memutus perkara, maka ada yang mersamiakvajiban-
kewajibannya sudah dipenuhi atau belum tetapi jada yang tidak
karena pada dasarnya hakim yang menyidangkan siki@ndalak hanya
mempunyai tugas menyidangkan ikrar talak.

Setelah sidang ikrar talak maka pihak kepaniteraajib
membuat akta cerai, pada dasarnya setelah perkaaa telah selesai
maka akta cerai menjadi hak dari pemohon atau peyaggSeperti pada
perkara tersebut pemohon berhak mengambil akta cetalah diambil
kemudian isteri mengetahui dan diminta untuk dikelkbn ke
pengadilan karena suami belum menyelesaikan keavaegeperti dalam
putusan Pengadilan Agama terkait kesepakatan perdraynut'ah dan
nafkah iddah, secara administrasi pengadilan tlwZlkh menahan akta

cerai karena itu merupakan hak dari pemohon, nakarana alasan
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nurani dan kebijakan dari pihak pengadilan menatkaz cerai pemohon
kemudian melakukan pemanggilan melalui perusahepat tpemohon
bekerjat*

Pada dasarnya pengadilan tidak ikut campur namren&ealasan
nurani dan kebijakan pengadilan juga mengupayakamapggilan
terhadap pemohon untuk menanyakan kewajiban pemaddradap
termohon. Karena timbul kekhawatiran akankah sudemgan i'tikad
baik membayar semua nafkah yang telah ditentukah pkengadilan.
Sebab dengan berakhirnya proses persidangan, roaka terlepas dari
isteri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yangadamenjamin hak
isteri. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu rpiiek pengadilan
membuat upaya lain untuk menjamin terlaksananyakeiss mut'ah dan
nafkah iddah isteri pada perkara cerai talak. Datemkara ini Majelis
Hakim yang memeriksa permohonan cerai talak tidakakukan upaya
khusus untuk menjamin pembayaran nafkah iddah dafaimtersebut,
karena sudah ada kesepakatan sebelumnya yaitwdda@rkan setelah
pengucapan ikrar talak dan ternyata tidak dibayarkdari pihak
Pengadilan Agama Semarang menyarankan kepada pteak untuk
mengajukan permohoan eksekusi guna melindungi lakégan tetapi
pihak isteri tidak melakukan permohonan eksekuserika tidak ingin

memperpanjang perkara di pengadilan. Praktek eksetafkah iddah

4 Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakimgadilan Agama Semarang),
pada tanggal 8 Januari 2013.
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dan mut'ah jarang terjadi, hal ini dikarenakan dmberapa alasan,

diantaranya:

1) Biaya eksekusi yang dibebankan kepada isteri meémpasal 89 ayat
(1) UU No.7 Th. 1989 dijelaskan, bahwa biaya paldalam bidang
perkawinan dibebankan kepada isteri. Hal ini meiigdakan isteri
enggan untuk mengajukan, mereka lebih memilih kapspasrah.

2) Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dgngdah nafkah
biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan darpihak,
sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macamarighdla
eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena haaribhambatan
yang terjadi di lapangan. Seperti pihak termohomgydidak
bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang campur,
dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang dibebaké&pada suami
biasanya tidak begitu besar karena para pihak \zerperkara
umumnya dari masyarakat taraf ekonomi menengala ®ijadi
permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikelnatidak
sebanding dengan harta yang akan diperoleh.

3) Tidak ada harta yang dieksekusi kadangkala keemaggauami
untuk melunasi kewajiban nafkah isteri disebabkeediaan ekonomi

suami yang terbatas.
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4) Tidak ada ketentuan prodeo dalam permohonan eksetidiak
dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biayg gikeluarkan

seratus persen harus ditanggung para pihak (pembhon

5 Wawancara dengan pihak Termohon dan Edy sepjankadvokat Termohon) , pada
tanggal 4 Desember 2012.



